ASEAN Protocol on Enchanced Dispute Settlement Mechanism by Kristine, D. (Desy)
ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement
Mechanism1
Latar Belakang {Background)
ASEAN (Association of South East Asian Nations) didirikan pada 8
Agustus 1987. ASEAN di dirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Thailand,
Philipina, Malaysia dan Singapura yang kemudianKeanggotaan ASEAN teiah
berkembang menjadi sepuluh negara anggota dengan masuknya Brunei
Darusalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan
Kamboja(1999).
Sejarah berdirinya ASEAN tidak bisa dilepaskan oleh faktor sejarah,
persamaan nasib dan kondisi geo-politik dunia pada saat itu. Adanya perang
dingjn antara blok barat dan tunur, konSik internal yang tinibul di negata-negara
ASEAN serta ketegangan yang terjadi antara negara-negara ASEAN, telah
menyadarkanparapemimpmnegara-negaraASEANimtiikm
kerjasama di antara mereka.
Pendirian ASEAN bcrtu juan untuk:
1) Meinpeicepat pertumbuhan ekonorni, kemajuan sosial serta pengernbangan
kebudayaan di kawasan ini melalaui usaha bersarna dalam seraangat
kesainaan dan persahabatan untuk rneniperkokoh landasan sebuah
masyarakat bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2) Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan
menghormati keadilan dan tertib hukurn di dalam hubungan antamegara di
kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagarn PBB.
3) Untukmeningkatkankerjasamayangaktifsertasalingm
lain di dalam masalah-rnasalah kepentingan bersarna di dalam bidang
ekonorni, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuandan adrninistrasi.
1 http://www.aseansec.org/I6754.htm
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4) Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan
penelitian dalani bidang pendidikan profesional, teknik dan adrninistrasi.
5) Untuk bekerjasama dengan lebib efektifdalam meningkatkan penggunaan
pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional,
perbaikan sarana pengangkutan dan kornunikasi serta peningkatan taraf
hiduprakyat
Cara utama dalam inencapai tujuan tersebut diantatanya dengan dibuatnya
perjanjian perdagangan bebas s&mAsean Free Trade Area (AFTA) yang mana
nantinya negara-negara anggota AFTA harus melaksanakan semna yang
diperlukan dalam mencapai perdagangan bebas. Namim karena perbedaan latar
belakang ekonomi, sosial dari antara para anggota ASEAN maka dibentuklah
perjanjian ini untuk mengatasi segala perselisihan yang nantinya akan inuncul
dalani mencapai perdagangan bebas.
Konsep (Concept)
Konsep dari perjanjian ini adalah untuk menggantikan perjanjian yang
sebelumnya yaitu 1996 Protocol on DSM (Dispute Settlement Mechanism)
yang diharapkan bahwa nantinya dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dis-
pute Settlement Mechanism akan ada peningkatan dalam penyelesaian segala
perbedaan atau sengketa yang dialami oleh para Negara anggota ASEAN yang
akan diselesaikan secara damai dalani lingkungan yang adil, demokratis, dan
harmonis. Hal ini sangat diperlukan karena masing-masingNegara terkait secara
mendasar, geografis dan visi untuk tujuan bersama.
Dalam perjanjian ini ditetapkan suatu lembaga Senior Economics Offi-
cials Meeeting (SEOM) yang nantinya akan membentuk sebuah panel untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Negara anggota. Namun Negara
yang bersengketa berhak untuk berkonsultasi dercgan lernbaga manapun dengan
catatan bahwa Negara pihak lainnya yang bersengketa tidak terlebih dahulu
mernasukkan permohonan ke SEOM.
Sebelum pembentukan panel Negara anggota yang bertikai terlebih dahulu
berkonsultasi dengan SEOM yang nantinya Negara anggota yang bertikai
diharapkan dapat terlebih dahulu menyelesaikan sengketa diantara mereka saja
dengan cara antara lain mediasi, konsiliasi, dan penyelesaian sengketa secara
damai lainnya. Apabila penyelesaian sengketa secara damai tersebut telah selesai
dan masih belum mendapatkan kesepakatan maka para pihak dapat membuat
permohonan kepada SEOM untuk membuat Panel yang nantinya akan
Volume 6 Notnor 2 Januari 2009 265
Jurnal Hukum Internasional
menyelesaikan permasalahan tersebut Selain itu apabila para pihak berkenan
dan menuangkannya dalam kesepakatan maka selama rnasa penyelesaian
sengketa secara damai tersebut dapat diproses pembentukan panel yang nantinya
akan benvenang menyelesaikan sengketa rnereka apabila penyelesaian secara
damai tidak berhasil.
Panel yang dibentuk oleh SEOM harus memberikan penilaian secara objektif
terhadap perseteruan yang terjadi termasuk juga fakta-faktayang ada dalam
kasus dan kaitannya dengan suasana hukum dalam perjanjian tersebut atau
perjanjian lainnya yang terkait dan juga penemuan-penemuan maupun
rekomendasi yang bisa diberikan oleh panel yang telah ditunjuk.
Keberlakuan (Entry into Force)
Perjanjian ini berlaku sejak ditandatan^ni dimana protokol ini ditandatangani
pada 29 November 2004 oleh Pemerintahan Brunei Darossalam, Kamboja,
Republik Indonesia, Negara Republik Demokrasi Laos, Malaysia, Myanmar,
Filipina, Singapore, Thailand, dan Vietnam.
Prinsip-Prmsip Umum (General Principles)
Prinsip-prinsip umum yang dianut dalam Protokol ini adalah bahwa setiap
sengketa harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai
ini adalah untuk menjaga kedamaian dan meningkatkan orientasi damai di wilayah
ASEAN.
Semua permasalahan yang timbul diharapkan untuk terlebih dahuiu
dinegosiasikan dengan SEOM dan apabila gagal maka SEOM akan rnembentuk
Panel untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Panel dibentuk dengan
permiriiaan secara tertulis dari para pihak.
Materi Pokok (Main Features}
Perjanjian ini berisi 21 Pasal dan 2 lampiran. Lampiran pertama berisi
perjanjian-perjanjian yang tercakup dalam perjanjian ini sebanyak empat puluh
enam buah, namun perjanjian-perjanjian yang tercaloip tidak hanya yang tercakup
dalam lampiran tapi juga perjanjian-perjanjian intemasional Ekonomi ASEAN
yang akan di bentuk di masa depan. Sedangkan lampiran kedua menjelaskan
mengenai prosedur berkerjanya panel yang akan di bentuk oleh SEOM.
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Ke-21 Pasal dalam perjanjian tersebut antara lain mengatur mengenai;
Penerapan dan Pemberlakuan
Pasal 1 mengatur bahwa perjanjian ini hanya berlaku bagi penyelesaian
sengketa perjanjian yang tercakup dalam lampiran 1 dan juga perjanjian-
peijanjianmtemasionaliainnyayangakandisahkaiidimasarnendatangmengeriai
ekonomi ASEAN.
Aturan yang diatur di perjanjian ini hanya berlaku apabila pihak yang
bersengketa merabawaaya ke dalam SEOM. Para pihak memiliki hak untuk
nienyelesaikan sengketa di forum lainnya di luar foum ini namun hal tersebut
hanya bisa dilakukan apabila belum ada pihak yang mendaftarkanpeimasalahan
tersebut ke dalam forum ini.
Administrasi
Pasal 2 mengatur mengenai tanggung jawab SEOM dalam urusan
administiasi, yang nantinya SEOM memiliki kewenangan untuk membentuk
Panel, mengangkat panel, dan mengangkat badan Permohonan Banding, dan
melakukan pengawasan dari pada pelaksanaan penemuan dan rekomendasi
dari Panel dan Badan Banding juga semua yang telah diizinkan untuk
menangguhkan konsensi dan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian
yang terkait. SEOM dan badan-badan yang ada di ASEAN yang relevan dengan
masalah yang bersangkutan juga memiliki hak untukdiberitahukanmengenai
penyeiesaianyangtelahdisetujuiolehparapihak.
Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa Secara Darnai
Pasal 3 mengatur mengenai Konsultasi dimana dinyatakan bahwa sebelum
menyelesaikan sengketa yang muncul diantara para pihak, para pihak harus
terlebih dahulu meminta nasehat mengenai implementasi, interpretasi atau aplikasi
dari semua perjanjian yang termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Protokol ini, dengan
cara berkonsultasi dengan SEOM (Pasal 1 ayat 1) yang nantinya SEOM akan
memberikan interpretasi dalam meniberikan jawaban atas masalah yang muncul.
Namun apabila tetap diiemukan suatu permasalahan atau perbedaan rnaka sejauh
mungkin tetap diselesaikan secara damai
Pasal 4 mengatur bahwa apabila para pihak sudah tnenyetujui untuk
menggunakan konsiliasi, mediasi, penyelesaian secara baik maka hal tersebut
dapat dimulai kapanpun dan berakhir kapan pun yang kemudian apabila proses
tersebut selesai tanpa rnenyelesikan masalah maka pihak yang dirugikan dapat
meminta kepada SEOM untuk membentuk Panel untuk meyelesaikan masalah
yang muncul.
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Pengecualian terdapat pada ayat 2 Pasal 4 yang rnengatakan bahwa apabila
dikehendaki oleh kedua belah pihak maka peinbentukan pane! dapat diakukan
selaina masa rnediasi, konsiliasi, dan penyelesaian secara damai lainnya.
Sekretaris General berpersn diluar perannya atau kapasitsnya di ASEAN
membantu para pihak dalam proses mediasi, konsiliasi dan penyelesaian secara
damai lainnya
Panels
Pasal 5 mengatur mengenai perabantukan panel. Pembentukan Panel
dilakukan dalam Pertemuan SEOM yang diadakan dalam jangka waktu
maksimal 45 hari setelah permintaan pendirian Panel secara tertulis diterima
oleh SEOM diinanapenibentukan panel hams dibentuk secepatnya oleh SEOM.
dalarn pertemnan tersebutlah diputuskan mengenai perlu atau tidaknya
pembentukan panel oleh SEOM.
Pasal 6 sampai dengan 9 mengatur mengenai pembentukan panel dan
rencana kerja serta perlakuan terhadap laporan yang dihasilkan oleh panel.
Pembentukan panel dilakukan setelah perundingan antara para pihak yang
bersengketa tidak rnenemui titik temu. Pane! bertugas untuk memeriksa
permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Temuan panel akan
berbentuk laporan yang nantinya akan diadopsi oleh SEOM. Panels bertugas
untuk rnembuat pengkajian atau penilaian objektif dari perselisihan, dan juga
penemuan serta rekomendasi bagi perkara tersebut. Panel mernpunyai rencana
kerja kecuali para pihak yang bertikai rnenginginkan rencana kerja yang lain.
Rencana kerj a yang umum adalah melakukan suatu penemuan yang nantinya
akan digunakan sebagai rekomendasi untuk rnenyelesaikan masaiah tersebut
Dalam hal mencari temuan-temuannya panel berhak untuk mencari informasi
maupun saran-saran dari orang yang dianggap ahli dan memang diperlukan
untuk rnendapatkan ternuan-ternuan yang adil.
Complain yang lebih dari Satu
Pasal 10 rnenegaskan bahwa apabila lebih dari satu negara yang rnelakukan
complain atau keberatan yang meminta pendirian panel untuk rnenyelesaikan
masaiah yang berkaitan, maka hanya akan dibuat satu panel yang akan
menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun apabila terayata telah dibuat
panel lebih dari satu maka orang yang sama akan menjadi panelist dalarn
rnasalah-rnasalah tersebut.
Pihak Ketiga
Diatur dalam pasal 11. Di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa
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apabila ada pihak ketiga yang berkepentingan dalam masalah yang tnuncul
tersebut maka kepentingan dari oratig ketigatersebut hams diperhitungkan dalam
menyelesaikan masalah tesebut Pihak ketigatersebut juga memiliki hak untuk
menerima pemberitahuan dan memiliki hak untuk men^jukanpeimintaantertulis
pada Panel.
Naik Banding
Pasal 12 menyatakan apabila para pihak yang bertikai merasa tidak puas
maka mereka dapat mengajukan banding. Badan banding yang nantinya akan
mengurus permasalahn tersebut dibentuk oleh ASEAN Economic Minister
(AEM) yang terdiri dari 7 orang dan 3 orang yang masih melayani pada satu
kasus lainnya. Badan banding haaya mengurus mengenai hukuns yang berlaku
di laporan panel beserta interpretasi hukum yang dihasilkan dalam panel dan
termaktub dalam laporan panel. Jangka waktu banding seharusnya tidak lebih
dari 60 hari namun dapat diperpanjang hingga 90 hari.
Panel dan Badan Banding
Pasal 13 menyatakan bahwa tidak diperbolehkan suatu komunikasi
mengenai hal-hal yang masih dalam pertimbangan panel atau badan banding.
Selain itu dikatakan juga bahwa segala hal yang menjadi masukan bagi panel
atau badan banding atau apapun yang ditulis oleh para pihak kepada badan
banding maupun panel adalah rahasia. Namun tidak ada ketentuan dalam
perjanjian ini yang dapat menghalangi para pihak untuk menyatakan posisinya
di hadapan publik.
Pasal 14 mengatakan apabila badan banding melihat bahwa ada sesuatu
hal yang tak sesuai dengan perjanjian yang tercakup dalam perjanjiannya dalam
pelaksanaannya hak dan kewajiban maka mereka berwenang untuk menetapkan
bahwa Negara anggota harus mulai melaksanakan tanggung jawabnya dengan
kewaj ibannya sesuai dengan peraturan yang tetks^'L
Pengawasan
Pasal 15 mengatakan SEOM memiliki kewajiban untuk mengawasi semua
hasil putusan dari perkara, juga pelaksanaan maupun penangguhannya. SEOM
juga memiliki kewaj iban untuk melihat apakah rekomendasi dari panel maupun
laporan dari panel telah dilaksanakan atau disesuaikan oleh para pihak yang
bersengketa.
Ganti Rugi dan Penangguhan kelonggaran
Pasal 16 mengatur mengeai ganti rugi. Kompensasi atau ganti rugi dan sus-
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pense atau penangguhan atau kewajiban lainnya dapat diberikan apabila
penernuan dan rekornendasi dari laporan panel maupun badan banding tidak
dilaksanakan dalam waktu 60 hari ataupun dalam jangka waktu yang ditentukan
olehparapihak.
Pendanaan ASEAN Dispute Settlement Mechanism (DSM)
Pasal 17 mengatakan bahwa akan dibentu ASEAN DSM Fund untuk
kepentingan protokol ini. Dana tersebut berasal dari Negara anggota yang
dikontribusikan secara adil. Dana ini akan terpisah dari dana umum Sekretariat
ASEAN yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dari Panel, Badan
Banding, termasuk juga presentasi hukum ataupun segala pengeluaran yang
diperlukan oleh Sekretariat ASEAN.
Waktu Proses
Pasal 18 mengatakan bahwa periode maksimal adalah 445 hari kecuali
pasal 15 dalam Protokol ini berlaku.
Tempat Berperkara
Pasal 20 mengatur mengenai dimana tempat berperkara dilaksanakan, pasal
ini mengatakan bahwa tempat berperkara dilakukan di Sekretariat ASEAN.
Namun tempat konsultasi bisa dilaksanakan di mana saja yang dianggap lebih
baik oleh panel dan para pihak hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan
dan untuk meningkatkan efektivitas dari biaya berperkara.
Tanggung Jawab Sekretariat ASEAN
Pasal 19 mengatur mengenai tanggung jawab Sekretariat ASEAN yang
antara lain adalah;
1. Membantu Panel dan Badan Banding.
2. Membantu SEOM dalam memonitor dan mengatur atau mengurus sernua
keputusan dalam penyelesaian perkara,
3. Menjadi iitik utama daiarn menerima segala dokumentasi yang berhubungan
dengan penyelesaian sengketa.
4. Sekretariat ASEAN berkonsuhasi dengan SEOM dalam
mengadministrasikan dan memperbaharui daftar perjanjian yang tercakup
dalam protokol ini.
Ketentuan Penutup {final Provisions)
Pasal 21 mengatur mengenai ketentuan penutup, diantaranya;
1. Protokol ini rnulai berlaku semenjak ditandatanganinya.
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2. . Protokolmimengantikan/9P6Pr0toco/0«
berlaku bagi masalah yang rnuncul sebelum protokol ini mulai berfaku.
3. rnodifikasi dapat dilakukan melalui amandemen yang telah disetujui oleh
seluruh anggota protokol ini dan dinyatakan secara tertulis.
Peraturan terkait (Related Regulations)
Peraturan yang terakait dalara protokol ini adalah semua perjanjian yang
termasukdalamlampiran 1 dalamProtokolinidansemuapeganjian&itemasional
yang akan disafakan di masa depan mengenai ASEAN Ekonomi.
Perjanjian-pejanjian yang termasuk dalam lampiran adalah:
/. Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements, Manila, 24
February 1977.
2. Agreement on the ASEAN Food Security Reserve, New York, 4 October
1979.
3. Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects, Kuala Lumpur, 6 March
1980.
4. Supplementary Agreement of the Basic Agreement on ASEAN Industrial
Projects ASEAN Urea Project (Indonesia)., Kuala Lumpur, 6 March
1980.
5. Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures, Jakarta, 7
November 1983.
6. Agreement on ASEAN Energy Cooperation, Manila, 24 June 1986.
7. ASEAN Petroleum Security Agreement, Manila, 24 June 1986.
8. Agreement on the Preferential Shortlisting of ASEAN Contractors,
Jakarta, 20 October 1986.
9. Supplementary Agreement to the Basic Agreement on ASEAN Industrial
Joint Ventures, Singapore, 16 June 1987.
10. Protocol on Improvements on Extensions of Tariff Preferences under
the ASEAN Preferential Trading Arrangement, Manila, 15 December
1987.
//. Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures, Manila,
15 December 1987.
12. Agreement Among the Government of Brunei Dantssalam, the Republic
of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic
of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and
Protection of Investments, Manila, 15 December 1987.
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13. Protocol to Amend the Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial
Joint Ventures, 1 January 1991.
14. Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation,
Singapore, 28 January 1992.
15. Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for
the ASEAN Free Trade Area, Singapore, 28 January 1992.
16. Second Protocol to Amend the Revised Basic Agreement on ASEAN
IndustrialJoint Ventures, Manila, 23 October 1992.
17. Third Protocol to Amend the Revised Basic Agreement on ASEAN
IndustrialJoint Ventures, 2 March 1995.
18. Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area
(AFTA), Bangkok, 15 December 1995.
19. Protocol to Amend the Agreement on ASEAN Preferential Trading
Arrangements-, Bangkok 15 December 1995.
20. ASEAN Framework Agreement on Services, Bangkok, 15 December
1995.
21. ASEANFramevsork Agreement on Intellectual Property Cooperation,
Bangkok, 15 December 1995.
22. Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation,
Bangkok, 15 December 1995.
23. Basic Agreement on ASEAN Industrial Cooperation, Singapore, 26 April
1996.
24. Protocol to Amend the Agreement Among the Government of Brunei
Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the
Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand
for the Promotion and Protection of Investments, Jakarta, 12 September 1996.
25. ASEAN Agreement on Customs, Phuket, Thailand, 1 March 1997
26. Protocol Amending the Agreement on the ASEAN Energy Cooperation,
Kuala Lumpur, Malaysia, 23 July 1997
27. 2nd Protocol to Amend the Agreement on the ASEAN Food Security
Reserve, Subang Jaya, Malaysia, 23 July 1997
28. Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under
the ASEAN Framework Agreement on Services^ Kuala Lumpur,
Malaysia, 15 December 1997
29. Agreement on the Establishment of the ASEAN Center for Energy,
Manila, Philippines, 22 May 1998
30. Protocol on Notification Procedures, Makati, Philippines, 7 October
1998
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31. Framework Agreement on the ASEAN Investment Area, Makati,
Philippines, 7 October 1998
32. ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement
(MRAs), HaNoi, VietNam, 16 December 1998
33. Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under
the ASEAN Framework Agreement on Services., Ha Noi, Viet Nam. 16
December 1998
34. ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit,
Ha Noi, Viet Nam, 16 December 1998
35. Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive
Products, Singapore, 30 September 1999
36. Protocol regarding the Implementation of the CEPT Scheme
Temporary Exclusion List, Singapore, 23 November 2000
3 7. E-ASEAN Framework Agreement^ Singapore, 24 November 2000
38. Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance,
Kuala Lumpur, Malaysia, 8 April 2001
39. Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN
Investment Area, HaNoi, Viet Nam 14 September 2001
40. Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the
ASEAN Framework Agreement Services, Ha Noi, Viet Nam. 31
December 2001
41. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and
Electronic Equipment, Bangkok, Thailand, 5 April 2002
42. Protocol to Implement the Second Package of Commitments on
Financial Services Under the ASEAN Framework Agreements on
Services, Yangon, Myanmar, 6 April 2002
43. Protocol to Amend the Agreement the Common Effective Preferential
Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) for
the Elimination of Import Duties, 31 January 2003
44. Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized
Tariff Nomenclature, Makati, Philippines, 7 August 2003
45. Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme,
Phnorn Penh, Cambodia, 2 September 2003
46. Protocol to Amend the Protocol Governing the Implementation of the
ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature, Jeju Island, Korea, 15 May
2004
(Desy Kristine)
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ASEAN Convention on Counter Terrorism2
Latar Beiakang
Terorisine telah menjadi salah satu musuh baru bagi perdamaian dan
keamanan dunia Meningkatnya tindak kejahatan terarisme selama sepuluh tahun
terakhir telah meresahkan dunia internasional, mengingat karakter tindak
kejahatan ini yang u'dak mempedulikan korban sipil daiam operasinya Sebagai
bentuk perlawanan dunia internasionai terhadap terorisme, berbagai instrumen
anti-terorisme telah berhasil dirumuskan, terniasuk konvensi-konvensi anti-
terorimse serta Resolusi Dewan Keamanan PBB perihal perlawanan terhadap
terorisme.
Pada 19 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi
No. 1269 yang menyerukanagarNegara-Negara rnelakukan kerjasama, baik
secara bilateral rnaupun multilateral, unruk niencegah dan melawan tindak
terorisme, melindungi wargaNegaranya dan tindak terorisme, serta mengadili
peiaku tindak terorisme. Kerjasama ini sangat penting mengingat operasi terorisme
yang dapat melibatkan lebih dari satu Negara, serta tindak dapat mengancam
perdamaian dan keamanan regional. Dalam rnenyikapi seruan Dewan Keamanan
PBB tersebut, ASEAN sebagai organisasi regional rnerurnuskan suatu
Counterterrorism Mandate yang mengatur langkah-langkah anti-terorisme
dalam kerangka ASEAN.
ASEAN Summit tahun 2001 mengadopsi ASEAN Declaration on Joint
Action to Counter Terrorism vang menyatakan bahwa terorisme adalah
ancaman bagi perdarnaian dan stablitas regional. Deklarasi ini menyerukan agar
Negara-Negara anggota meratifikasi konvensi-konvensi anti-terorisme yang
ada, meningkatkan kerjasama penegak hukum di Negara-Negara ASEAN,
serta niendukung kerjasama intelijen diantara Negara-Negara ASEAN. Tahun
berikutnya, ASEAN mengadopsi Work Programme to Implement the
'ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime' vang
mengidentiiikasi langkah-langkah utama dalarn kerjasama memberantas
terorisme, diantaranya kerjasama dalam hal pemberian informasi, kerjasama
antara penegak hukum, peningkatan capacity-building, serta rnembuka
kerjasama ekstra-regional, seperti dengan Jepang dan China Langkah-langkah
kerjasama ini dapat terus dilakukan dengan adanya the ASEAN Ministers
2 http://www.aseansec.org/! 9250.htm
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Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan the Senior Officials Meet-
ing on Transnational Crime (SOMFC).
Puncak dari kerjasama anti-terorisrne ini adalah dengan d&andatanganinya
ASEAN Convention on Counter Terrorism pada ASEAN Summit yang ke-
12 di Cebu, Fiiipina tahun 2007.
Konsep
Konvensi ini nierupakan kerangka keija sama regional Negara-Negara
ASEAN dalam menghadapi, mencegah, dan menekan tindak terorisme di
wilayah ASEAN. Konvensi ini juga ditujukan untuk merapererat kerjasama
antar lembaga-lenibaga penegakan hukum di Negara-Negara ASEAN dalam
rangka memberantas terorisme (Pasal \
Tindak terorisme dalam konvensi ini adalah segala tindakan yang dimaksud
oleh berbagai niacam konvensi anti-terorisme internasional (Pasal 2). Negara
yang belum rnenjadi pihak konvensi-konvensi tersebut dapat menyertakan
deklarasi bahwa konvensi tersebut tidak berlaku baginya dalam konteks
perjanjian ini. Namun, deklarasi ini dianggap tidak berlaku lagj ketika Negara
tersebut mejadi pihak dari konvensi anti-terorisme yang dimaksud.
Konvensi ini tidak berlaku bagi tindak terorisme yang:
a. dilaksanakan dalam satu wilayah Negara;
b. tersangka dan para korban adalah wargaNegara dari Negara tersebut;
c. tersangka ditangkap di wilayah Negara tersebut; dan
d. tidakadaNq^lamyangmemiJikidasarimt^
terhadap tindak terorisme tersebut berdasarkan konvensi ini. (Pasal 5)
Prinsip-Prinsip Uraum
Konvensi ini rnenganut prinsip-prinsip utama dari ASEAN sebagai organisasi
regional, yakni Persamaan Kedaulatan, Integritas Wilayah, sertaNon-intervensi
(Pasal 3). Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, Negara ASEAN tidak
diperbolehkan untuk meiaksanakan yurisdiksinya di wilayah Negara lain maka
dalam memberantas terorisme (Pasal 4).
Beberapaprinsip umum lainnya adalah:
a. Prinsip Perlakuan yang Adil (Fair Treatment) (Pasal 8)
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Berdasarkan konvensi ini, setiap orang yang telah ditangkap berdasarkan
konvensi ini berhak mendapat perlakuan yang adil, sesuai dengan hal-hai
yangdiatur daiarn hukuni hak asasi manusia. Selain itu, diaturpula mengenai
hak orang tersebut untuk dipertemukan dengan perwakilan Negaranya.
b. Prinsip Teritorialitas (Pasal 7 ayat (I) hurufa)
Mengatur bahwa Negara Peseita konvensi memiliki kewenangan untuk
nielaksanakan yurisdiksinya sehubungan tindak teronsme yang terjadi di
wilayahnya.
c. Prinsip NasionatitesAktif (Pasal 7 ayat (1) hurufc)
Mengatur bahwa Negara Peserta memiliki kewenangan untuk melaksanakan
yurisdiksinya terhadap warga Negaranya yang menjadi tersangka pelaku
tindak teronsme.
d. Prinsip Nasionalitas Pasif (Pasal 7 ayat (2)}
Mengatur bahwa Negara peserta konvensi memiliki kewenangan untuk
melaksanakan yurisdiksinya terhadap tindak teronsme yang merugikan
warga Negaranya ataupun aset-asetnya.
Materi Pokok
Konvensi ini terdiri dari 23 Pasal, termasuk ketentuan adrninistratif.
1. Ketentuan Umum
Ketentuan mengenai tindak terorisme yang dimaksud dalam konvensi ini
adalah tindak terorisme yang telah diatur dalam:
a. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970;
b. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety
of Civil Aviation 19 71;
c. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against
Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973;
d. International Convention Against the Taking of Hostages 1979;
e. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1979',
f. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports
Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention
for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil
Aviation 1988;
g. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety
of Maritime Navigation 1988;
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h. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Fixed Platforms Located on the Continental Shelf 1988;
i International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
1997;
j. International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism 1999;
k. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear
Terrorism 2005;
L Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material 2005;
m. Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful
Acts Against the Safety of Maritime Navigation 2005; dan
a Protocol of2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental
Shelf2005.
Adapun bidang kerjasama yang telah disetujui meliputi (Pasal 6);
a. pencegahan tindak terorisme, termasuk pemberian peringatan kepada
Negara-Negara Iain mengenai adanyadugaan tindak terorisme;
b. mencegahpemakaian wiiyahNegaranyauntuktujuan pemberian fasilitas,
pendanaan, serta perencanaan tindak terorisme ierhadap Negara pihak
lainnya;
c. pemberantasan pendanaan tindak terorisme;
d. pencegahan pergerakan teroris dengan melaksanakan pengawasan yang
efektif di perbatasan;
e. melakukan berbagai upaya capacity building serta pelatihan dan kerjasama
teknis;
£ meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka
memberantas terorisme, terrnasuk meningkatkan dialog antar dan intra
agama;
g. meningkatkan kerjasama intelijen dan pemberian informasi;
h. meningkatkan riset/penelitian dalara mencari cara pemberantasan terorisme;
i mengadili para tersangkan petaku tindak terorisme.
Konvensi ini juga memerintahkan Negara Peserta agar mengarnbil sernua
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langkah yang diperlukan, termasuk merurnuskan hukurn nasionai, untuk
memastikan bah watmdakan-tindakan yang $^
terorisrne termasuk sebagai tindak pidana, terutama tindakan yang ditujukan
untuk mengintimidasi sutau popuiasi, atau untuk menekan suatu pemerintahan
atau organisasi internasionai untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
(Pasal 9 ayat (1)). Tmdakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan tersebut,
yang menyebabkan bahaya atau kerugian serius dianggap sebagai tindakan
terorisme.
2. Hak dan Ke waj iban Negara Peserta
Negara Peserta konvensi memiliki kewajiban untuk:
a. Mengambil langkah-Jangkah yang diperlukan untuk meiaksanakan
yurisdiksinya terhadap tindak terorisme yang dilaksanakan di wilayahnya,
atau di atas kapal yang berbendera Negara tersebut, atau di dalam pesawat
udara yang didaftarkan di Negara tersebut (Pasal 7 ayat (1) a dan b).
b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meiaksanakan
yurisdiksinya terhadap tindak terorisme yang dilakukan oleh
wargaNegaranya (Pasal 7 ayat (I) c).
c. JikaNegara Peserta tidak melakukan ekstradisi, maka ia wajib melakukan
proses hukum terhadap tersangka pelaku tindak terorisme yang ditemukan
dalam wilayahnya (Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (1)).
d. Memperlakukan tersangka pelaku tindak terorisme secara adil, sesuai
dengan hukurn nasionai dan hukum internasionai (Pasal 8 ayat (I)},
e. Melakukan investigasi jika mendapat informasi bahwa tersangka pelaku
tindak terorisme berada di wiiayahnya (Pasal 8 ayat (2)).
£ Menginformasikan Negara Peserta lainnya apabila warganegaranya telah
ditangkap dengan tuduhan tindak terorisrne (Pasal 8 ayat (4) a).
g. Menginformasikan Sekretaris Jenderal ASEAN dan Negara yang lain yang
berkepentingan setelah menangkap tersangka pelaku tindak pidana
terorisrne (Pasal 8 ayat (6)).
h. Apabila hendak mernberikan status pengungsi kepada seseorang, maka
Negara Peserta wajib mengkaji secara seksarna berdasarkan hukurn
nasionai dan hukum internasionai bahwa orang tersebut tidak pemah terlibat
dalam tindak terorisme (Pasal 10).
L Memberikan bantuan hukurn yang seluas-luasanya terhadap Negara peserta
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lainnya sehubungan dengan penyelidikan terhadap suatu tindak terorisrne
(Pasal 12).
j. Meramjuksuaiubadansebagaipusatkoordinasida^^
kerjasamayang diatur dalam konvensi ini (Pasal 15).
k. Menjaga kerahasiaan dokumen atau infonnasi lainnya yang diberikan oleh
Negara peseta lainnya {Pasal 17).
Adapun hak dari Negara Peserta adalah:
a. Melaksanakan yurisdiksinya terhadap tindak terorisme yang merugikan
warganegaranya, atau aset yang dimiliki oleh Pemerintahnya (termasuk
kedutaan) (Pasal 7 ayat (2) a dan b).
b. Melaksanakan yurisdiksinyaterhadap tindak terorisme yang ditujukan untuk
mernaksa Negaranya melakukan suatu tindakan atau tidak inelakukan
sesuatu (Pasal 7 ayat (2) c).
c. Melaksanakan yurisdiksinya sehubungan dengan tindak terorisme yang
dilakukan oleh seseorang yang tidak berkewargaNegaraan, namun
bertempat tinggal di wilayah Negara peserta tersebut.
d. Menerima informasi Uan mengunjungi wargaNegardnya yang ditangkap atas
tuduhan tindak pidana terorisme (Pasal 8 ayat (4)}.
Perlu dipeihatikan pula bahwa konvensi ini menetapkan semua tindak pidana
terorisme sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dan tidak dapat
dikecualikan dengan label kejahatan politik {political offence) (Pasal 13).
3. KetentuanPenutup
Pasal 18-23 mengatur mengenai ketentuan penutup, di antaranya mengenai
hubungan dengan konvensi lain, keberlakuan, ratifikasi, regjstiasi, pengunduran
diri, penyelesaian sengketa, serta amandenien. Konvensi ini tidak membatasi
Negara Peserta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal
pemberantasan terorisme yang telah diatur oleh konvensi atau perjanjian lain
(Pasal 18). Perihal amandenien terhadap ketentuan konvensi ini diatur oleh
Pasal 21, yakni dengan cara persetujuan dari sernua Negara Peserta. Setelah
konvensi ini berlaku, Negara Peserta diperbolehkan untuk mengundurkan diri
dengan memberikan surat pemyataan pengunduran diri kepada Sekretaris
Jenderal ASEAN. Pengunduran diri tersebut akan berlaku setelah 180 hari
setelah diterirnanya surat pernyataan tersebut (Pasal 22).
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Penyelesaian Sengketa
Proses penyelesaian sengketa yang timbul mengenai interpretasi ataupun
pelaksanaan konvensi ini diatur sesuai dengan ciri khas ASEAN, yakni secara
damai melalui konsultasi ataupun negosiasi antaiaparapihak menggunakanjalur
diplomatik, atau cara penyelesaian sengketa lainnya yang disetujui oleh para
pihak. Sesuai dengan ketentuan ASEAN Charter, maka sengketa dapat
diselesaikan melalui arbitrase (Pasal25) atau diteruskan pada ASEAN Sum-
mit. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang disediakan oleh
Piagam PBB, seperti melalui Mahkamah Internasional, juga dapat dilaksanakaa
Keberiakuan
Pasal 21 mengatur bahwa konvensi ini akan berlaku pada hari ke-30 setelah
Sekretaris Jenderal ASEAN menerima pendepositan instrumen ratifikasi yang
ke-6. Sampai saat ini, konvensi ini masih beluin berlaku mengingat hanya
Singapuradan Thailand yang telah meratifikasi konvensi ini. Indonesia sendiri
masih mempertimbangkan peratifikasian konvensi ini. Salah satu hal yang
menjadi pertiinbangan adalah apakah ratifikasi diperlukan mengingat banyaknya
ketentuan dari konvensi ini telah dirumuskan dalarn hukum nasional yang telah
berlaku di Indonesia saat ini.
Ketentuan-Ketentuan Lain yangTerkait
Konvensi ini berhubungan erat dengan konvensi-konvensi anti-terorisme
lainnya seperti yang telah disebutkan di atas, terutama dalam hal definisi tindak
terorisrne itu sendiri. Selain itu, Pasal 12 konvensi ini secara spesifik merujuk
kepada ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
2004 mengingat pemberian bantuan dalam masalah tindak terorisrne sangat
diperlukan dalam rangka mewujudkan semua ketentuan yang ada dalam konvensi
ini.
Beberapa ketentuan lain yang terkait dengan pemberantasan terorisrne di
ASEAN adalah Memorandum of Under standing Between The Governments
of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) AndThe Government of the People's Republic ofChinaOn Co-
operation in the Field of Non-traditional Security Issue yang dibuat pada
tahun 2004 serta ASEAN-United States of America Joint Declaration for
Cooperation to Combat International Terrorism pada tahun 2002. JCedua
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dokuinen tersebut memuat ketentuan-ketentuan kerjasama dalam memberantas
terorisrne, di antaianya pertukaran informasi intelijea serta pelaksanaan pelatihan
bagi para penegak hukum di Negara-Negara ASEAN dalam menghadapi lindak
terorisme.
(Rivana Mezaya)
Kerangka Persetujuan e-ASEAN3
La tar Belakang (Background)
Dengan hadimya Internet dan revolusi dalain bidang teknologi infonnasi
dan kornunikasi, para pemimpin ASEAN melihat adanya kebutuhan untuk
meningkatkan kerjasama kolektif untuk melengkapi perkembangan strategi
nasional dalam bidang ini. Sejalan dengan hal itu, para pemimpin ASEAN lalu
mengesahkan prakarsa e-ASEAN dalam the Third Non-Official ASEAN Sum-
mit yang diselenggarakan di Manila pada 28 November 1999. Walaupun para
Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk membentuk e-ASEAN pada Sep-
tember 1999, prakarsa e-ASEAN sebenarnya sudah ada dalam ASEAN Vi-
sion 2020 yang dibuat pada 1997. Didalarnnya disebutkan bahwa negara-
negara anggota dapat menipercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, termasuk teknologi informasi, dengan membuat suatu jaringan
teknologi informasi regional dan rnenjadi pusat penyebaran dan akses yang
mudah untuk mendapatkan data dan informasi. Pada November 2000, ASEAN
memberlakukan Persetujuan Kerangka e-ASEAN, dengan tujuan untuk
memfasilitasi pembentukan the ASEAN Information Infrastructure, yaitu
sistem perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk inengakses,
memproses, dan membagi informasi serta meningkatkan kegiatan perdagangan
melalui media elektronik di wilayah Asia Tenggara, Negara-negara anggota
ASEAN telah menyetujui melalui e-ASEAN bahwa mereka bersedia untuk
saling terhubung dengan sistern dan peralatan telekornunikasi masing-masing.
Konsep (Concept)
Persetujuan Kerangka e-ASEAN merupakan suatu fondasi awal untuk
menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang maju dalam bidang teknologi
3 http://www.aseansec.org/6267.htm
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informasidankomunikasi. Tujuan dari e-ASEANadalahuntukmengembangkan
siiatutencaraaksi yang luas dan kompreherisi£^
logistik, sosial dan ekonomi yang dibutuhkan untuk naenjadikaa ASEANe-Space
sebagai bagian dari strategi dalam mernbentuk posisi dan citia ASEAN. Prakarsa
e-ASEAN untuk meinbangun suatu pendekaian dengan cakupan wilayah yang
luas dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang komprehensif
daiam bisnis, kemasyarakatan, dan pemerintahan.
Keberlakuan (Entry Into Force)
Didalam Pasai 15 ayat 1 disebutkan bahwa persetujuan ini akan berlaku
sejakdiseiahkam^instrumenrao^
penandatangan kepada Sekietaris Jenderal ASEAN.
Prinsip Umum (General Principles)
Prinsip-prinsip umuna yang terkandung dalam persetujuan ini adalah:
Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Dalani hal terjadi perbedaan
interpretasi antaranegara-negara anggota terhadap persetujuan ini, maka
sedapat mungkin diselesaikan melalui konsultasi antara para pihak. Apabila
konsultasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka ditempuh rnelalui
mekanisme penyelesaian sengketa yang teituang dalam Protokol ASEAN;
Prinsip Hberalisasi terhadap akses informasi dan komunikasi antarnegara
anggota, dan;
Prinsip kerjasama antarnegara anggota dalam rangka meningkatkan
kemampuan di bidang teknologi infonnasi dan komunikasi sehingga
mewujudkan suatu e-Socieiy.
Materi Pokok (Main Features)
Materi-materi pokok dari persetujuan ini tercermin dalam ke-15 Pasal yang
terdapat di dalamnya, yang diantaranya akan dijabarkan sebagai berikut:
Pasal 1 mengatur mengenai definisi dari teknolo^ infonnasi dan komunikasi,
produk-produk, pelayanan atau jasa, dan investasi di bidang teknologi
informasi dan komunikasi;
Pasal 2 mengatur mengenai tujuan dari persetujuan ini, yaitu:
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a. Untuk meningkatkan kerjasama daiara mengembangkan,
rnernperkokoh, sertamemperketatpersain^ndalambidangteknoiogi
informasi dan koinunikasi
b. I Jntuk meningkatkan kerjasama dalam mengurangi digital divide antara
penduduk negara-negara ASEAN dan sekitarnya
c. Untuk meningkatkan kerjasama antara sektor publik dan privat dalam
mewujudkan e-ASEAN
d. Untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan produk-produk, jasa,
mvestasi di bidang teknologi informasi dan koinunikasi untuk
mendukung inisiatife-ASEAN
Persetujuan ini berdasar pada piiar-pilar yang disebutkan dalam Pasal 3,
yaitu:
a. Mendirikan the ASEAN Information Infrastructure;
b. Memfasiiitasi pertumbuhan perdagangan melalui media elektronik;
c. Melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi daiam bidang
teknologi informasi dan komunikasi;
d. Merafasilitasi perdagangan di bidang jasa dan produk teknologi
informasi dan komunikasi;
e. Mernbangun kapasitas dan e-Society;
f Memprornosikan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi dalarn pelayanan pemerintahan sehinggaterbentuk suatu
e-Government.
Pasal 4 mengatur tentang fasilitas terhadap pernbentukan the ASEAN
Information Infrastructure. Negara-negara anggota ASEAN wajib untuk
meningkatkan standar infiastuktur informasi regional merekarnasing-masing
dengan kemampuan untuk saling terhubung dengan infrastrukturNegara
anggota ASEAN yang lainnya;
Pasal 5 mengatur tentang fasilitas terhadap pertumbuhan perdagangan
rnelalui media elektronik. Negara-negara anggota wajib untuk mengadopsi
peraturan-peraturan tentang perdagangan melalui media elektronik dan
kerangka legislasi yang dapat rnembangun keyakinan konsumen serta
mernfasilitasi segala transformasi bisnis yang terjadi dengan adanya
perkembangan e-ASEAN;
Pasal 6 mengatur tentang liberalisasi perdagangan serta investasi di bidang
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j asa dan produk teknoiogi informasi dan komunikasi;
Pasal 7 mengatur tentang fasilitas perdagangan di bidang jasa dan produk
teknoiogi informasi dan komunikasi. Berkaitan dengan ha! tersebut, Negara-
negara anggota ASEAN wajib membuat Mutual Recognition
Arrangements mengenai produk-produk teknoiogi informasi dan
komiiiiikasi,seitamenyelaraskanstandarn
standar intemasional yang berlaku;
Pasal 8 mengatur tentang peningkatan kapasitas dan e-Society. Dalam Pasal
ini diantaranya menyebutkan bahwa untuk meningkatkaa pengetahuan akan
teknoiogi infonnasi dan komunikasi serta memperluas kemarnpuan para
perkerja di bidang tersebut maka Negara-negara anggota hams
mengembangkan suatu program pengembangan sumber daya manusia yang
meliputi sekolah-sekolah, masyarakat, dan ternpat usaha;
Pasal 9 mengatur tentang e~Government. Negara-negara anggota ASEAN
harus memanfatkan teknoiogi informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan pemerintahan sehingga tercipta suatu e-Government;
Pasal 10 mengatur tentang penyelesaian sengketa yang mungkin timbul atas
perbedaan interpretasi dari persetujuan ini;
Pasal 11 mengatur tentang amandemen. Segala bentuk arnandemen atas
persetujuan ini harus dibuat melalui konsensus dan akan berlaku efektif
sej ak diserahkannya instrumen rau'Skasi atau instrumen yang menyatakan
seluruh negara penandatangan telah rnenerirna hasil amandemen tersebut
kepada Sekretaris Jenderal ASEAN;
Pasal 12 mengatur bahwa Negara-negara anggota dapat melakukan
negosiasi atau menghasilkan protokol yang dibuat secara terpisah untuk
mengimplementasikan persetujuan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan
keteiVuan-ketentuan dalarn persetujuan ini;
Pasal 13 rnengatur bahwa Senior Economic Officials Meeting (SEOM)
memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap imlementasi
persetujuan ini;
Pasal 14 mengatur mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lain
yang terkait dengan persetujuan ini. dan;
Pasal 15 berisi ketenruan penutup yang didalamnya mengatur bahwa
persetujuan ini akan berlaku sejak diserahkannya instrumen ratifikasi atau
instrumen penerimaan oleh negara-negara penandatangan kepada Sekretaris
Jenderal ASEAN.
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Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Mekanisme penyelesaian sengketa dalam persetujuan ini diatur daiam Pasai
10 yang menyebutkan bahwa apabila timbul perbedaan pendapat diantara
Negara anggota dalam hal interpretasi ataupun dalam melaksanakan isi dari
persetujuan ini, maka sedapat mungkin hal tersebut diselesaikan dengan
konsultasi antara para pihak yang bersengketa. Jika kemudian sengketa tidak
dapat diselesaikan rnelalui konsultasi, maka sengketa harus diselesaikan dengan
rnekanisme lain yang telah diatur dalam Protocol on Dispute Settlement Mecha-
nismforASEAN'yang telah ditandatangani pada 20 November 1996 di Ma-
nila, Filipina.
Otoritas dan Pengawasan (Authority)
Didalam Pasal 13 disebutkan bahwa pengawasan atas implementasi
maupun koordinasi terhadap Persetujuan ini nierupakan wewenang dari
Senior Economic Officials Meeting (SEOM) yang selanjutnya SEOM
akan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ASEAN Economic
Ministers (AEM). SEOM juga wajib mernbantu AEM dalam segala
sesuatu yang berkaitan dengan persetujuan ini.
Ketentuan-ketentuan Lain yangTerkait (Related Provisions)
Di dalam Pasal 14 telah disebutkan bahwa jika tidak bertentangan
dengan ketentuan didalam persetujuan ini maka segala ketentuan dari
Common Effective Preferential Tarrif Scheme for the ASEAN Free
Trade Area (CEPT Scheme for AFTA) dan seluruh protokolnya,
Kerangka Persetujuan ASEAN dalam Bidang Jasa dan seluruh
protokolnya, serta Kerangka Persetujuan dalarn Area Investasi ASEAN
tennasuk narnun tidak terbatas pada ketentuan yang berkaitan dengan
ketentuan safeguard dan pengecualiannya, dianggap berlaku terhadap
persetujuan ini.
(Tuti Nuraini)
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ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters4
Latar Belakang
Kerjasama dalam bentuk pemberian bantuan timbal-balik dalam masalah
pidana ini berakar dari keinginan Pemenntah Negara-Negara ASEAN untuk
meningkatkan efektivitas dalam hal penegakan hukum yang sering rnenjadi
hambatan bila hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, seperti
misalnya barang buka" ataupun asset, berada di lebih dari satu negara. Hambatan
tersebut muncul sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukuni dan pengaturan
prosedurai yang berbeda-beda di setiap negara, yang dapat mempersulit proses
pengumpulan fakta, sehingga pada akhirnya mempersulit proses pengadilan
secara keseluruhan. Terlebih lagi, dengan meningkainya tindak pidana terencana
lintas-negara (transnational organized crimes'), pemerintah terdesak untuk
mengambil langkah-langkah baru untuk memastikan pencegahan, dan proses
pengadilan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sehubungan dengan hal
tersebut maka suatu perjanjian permberian bantuan tirnbal-balik akan
mernberikan suatu mekanisme yang dapat mempermudah para pihak untuk
melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.
Perjanjian pemberian bantuan timbal-balik ini pertama kali dirumuskan oleh
Negara-Negara Eropa dalam European Convention onMutual Assistance
in Criminal Matters pada 1959. Konvensi tersebut telahmembantu masyarakat
Eropa untuk menjembatani perbedaan sistem hukum yang ada sehubiingan
dengan penegakan hukum pidana. Pada tahun 1990, PBB juga telah
mengeluarkan UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters yaag sekaligus memuat hinibauan bagi Negara-Negara di dunia untuk
membuat perjanjian serupa, baik secara bilateral rnaupun multilateral.
Negara-Negara ASEAN menanggapi himbauan PBB dengan
mengupayakan pembentukan perjanjian pemberian bantuan timbal-balik yang
dibahas oleh ASEAN Senior Law Officials Meetings. Perjanjian ini dirasa
sangat penting dalam menghadapi sistem hukum yang beragani di Negara-
Negara ASEAN sebagai akibat dari penjajahan, serta meningkatnya tindak
terorisme yang terjadi di wilayah Filipina, Malaysia, serta Indonesia. Untuk
rnendukung terwujudnya ASEANPolitical-Security Community, maka pada
tanggal 29 November 2004 ditandatangilah ASEAN Treaty on Mutual Legal
4 http://www.aseansec.org/17363.pdf
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Assistance in Criminal Matters di Kuala Lumpur, Malaysia untuk selanjutnya
diratifikasi oleh Negara-Negara peserta. Perjanjian ini merupakan perjanjian
pertama antaia Negara-Negara ASEAN dalam bidang kerjasama hukum.
Konsep
Peijanjian yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antar Negara-
Negara ASEAN dalam bidang hukum dan keamaan ini menitikberatkan pada
upaya-upaya kerj asama dalam bidang pencegahan, penyelidikan, dan pengadilaa
tindak pidana, terlepas dari di mana tindak pidana itu dilakukan. Mekanisme
yang dipakai dalam pemberian bantuan ini adalah suatu pemiintaan tertuiis yang
dibuat oleh Pihak yang Meminta (Requesting Party) kepada Pihak yang Diminta
(Requested Party) melalui Badan Pusat Koordinasi masing-niasing pemerintah
(Central Authorities) (Pasal 5).
Selain itu, perjanjian ini memungkinkan adanya kerjasama dengan the In-
ternational Criminal Police Organization (Interpol) dan the Southeast Asian
Police Organization (ASEANpol) untuk rnernbantu proses permintaan dan
pemberian bantuan. Dengan adanya perjanjian ini, maka diharapkan bahwa
Negara-Negara ASEAN dapat menjamin keamanan dan penegakan hukum di
wilayahnya. yang pada akhirnya akan menciptakan keamanan regional. Perlu
diperhatikan bahwa walaupun perjanjian ini mengatur perihal pemberian bantuan
daiam masalah pidana secara luas, namun perjanjian ini bukanlahperjanjian
ekstradisi antar negara peserta.
Prinsip-Prinsip Umum
a. Prinsip Non-Intervensi
Sesuai dengan prinsip dasar yang dianut oleh ASEAN, maka perjanjian ini
dirumuskan berdasarkan prinsip non-inCrvensi, di mana diatur bahwa
negara peserta tidak diperboiehkan untuk melaksanakan yurisdiksi ataupun
melaksanakan fungsi pemerintahan di negara lain. Pengaturan lebih lanjut
mengenai prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2).
b. Prinsip Non-Retroaktif
Pasal 22 mengatur mengenai pemberian bantuan yang berkaitan dengan
langkah-langkah yang diambil terhadap asset atau properti yang diduga
berasal dari suatu tindak pidana, Ayat (3) dari Pasal 22 tersebut mengatur
bahwa permintaan pemberian bantuan yang menyangkut ha! tersebut hanya
dapat dilakukan terhadap kepurusan atau perintah pengadilan yang
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dikeluarkansetelahtanggal berlakunya perjanjian. Hal ini menunjukkan
adanya prinsip Non-Retroaktif (tidak berlaku surut) yang dianut oleh
perjanjian ini
Jika ditelaah lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian
ini diberlakukan terhadap permintaan pemberian bantuan yang diajukan
setelah tanggal mulai berlakunyaperjanj ian, terlepas dan kapan tindak pidana
tersebut dilakukan. Dapat terlihat bahwa prinsip non-retroaktif dalarn
perjanj ian ini berlaku pada peimintaan pemberian bantuan, daabukanpada
tindak pidananya.
c. Prinsip Dual-Criminality
Prinsip ini terdapat dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf e, di mana diatur bahwa
kewajiban meniberikan bantuan kepada sesama negara peserta tirabul hanya
j ika tindak pidana yang dimaksud merupakan tindak pidana pula menunit
hukum pidana Pihak yang Diminta (Requested Party). Pengecualian
terhadap prinsip ini adalah apabila hukum nasional Pihak yang Diminta
memperbolehkan pemberian bantuan sehubungan dengan tindakan yang
tidak memenuhi Dual-Criminality tersebut.
Materi Pokok
I. Ketentuan Umum
Pelaksanaan perjanjian ini sangat berkaitan erat dengan hukum nasional
negara peserta, di mana segala pemberian bantuan yang didasarkan oleh
perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional negara
tersebut (Pasal I ayat (1)). Dengan kata lain, bantuan hanya akan diberikan
apabila hukum nasional negara tersebut mengizinkan pemberian bantuan, dan
bila syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasional terpenuhi.
Adapun bantuan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanj ian ini adalah
sebagai berikut (Pasal 1 ayat (2)):
Pengambilan bukti atau pemyataan dari seseorang;
Pengaturan agar seseorang dapat meniberikan bukti atau mernbantu dalam
proses perkara pidana;
Penyarnpaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
Tindakan penggeledahan dan penyitaan;
Tindakan penyelidikan atau suatu objek dan tempat;
Penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang
bukd';
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Identiiikasiataupenelusui^nhartabendayangdiperoJehdaritindakpidana
dan benda yang digunakan untuk melakukaa findak pidana;
Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana;
Perarnpasan dan pengembalian haita kekayaan hasil tindak pidana;
Pencarian dan ideatifikasi saksi dan tersangka;
Peniberian bantuaa lainnyayang disepakati sesuai dengan tujuanperjanjian
imdanketentuanhukumse^peratutanper^
Perjanj ian ini tidak berlaku untuk penangkapan atau penahanan dengan
maksud ekstradisi atau penyerahan seseorang berkaitan dengan proses
pengadil an terhadapnya {Pasal 2 ayat (1)).
2. Hak dan Kewajiban Negara Pcscrta
Ke\vajibanyangdiniiliMolehNe^
bantuan adalah sebagai berikut
a. Meniberikan bantuan yang seluas-luasnya sesuai dengan hukuni nasional
untuk memberikan bantuan dalam niasaiah tindak pidana, terutama dalani
hal penyelidikan, penyidikan, serta proses pengadilan dari suatu tindak
pidana {Pasal 1 ayat (1)).
b. Menolak permintaan bantuan yang berkaitan dengan hal-faai yang diatur
daiarn Pasal 3 ayat (1), seperti diantaranya tindak pidana politik, tindakan
yang menurut hukum pidana Pihak yang Ifeiinta termasuk tindakan militer
dan bukan termasuk tindak pidana biasa, jika proses penyelidikan dan
pengadilan dilakukan berdasarkan prejudisme a^nia, gender, maupun ppini
politik, dan Iain-lain.
Perlu diperhatikan bahwa ayat (3) dari Pasal tersebut mengatur bahwa
Pihak yang Diminta tidak dapat rnenolakmeraberikan bantuan jika tindak
pidana yang bersangkutan nienyangkut tindak pidana terhadap Kepala
Negara, Kepala Penierintahan, rnaupun keluarganya, atau bila konvensi
intemasional yang raengikat Pihak yang Meminta {Requesting Party) dan
Pihak yang Diminta {Requested Party) rnengatur adanya kewajiban
mengadili atau mengektradisi pelaku suatu tindak pidana {duty to prosecute
or to extradite)., seperti misalnya Torture Convention 1984 dan ASEAN
Convention on Counter Terrorism 2007.
c. MenunjuksuataBadanPusatyangakanmembua^
pemberian bantuan sesuai dengan perjanjian ini {Pasal 4).
d. Memberikan bantuan yang dimintasecaiacepat dan mengaturketerwakilan
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PihakyangMemintabilaperludalam proses pengadilanpidanasehubungan
dengan tindak pidana yang dipersoalkan (Pasal 7)
e. Tidak menggunakan ataupun rnenyebarluaskan infonnasi ataupun barang
bukti yang diberikan oleh Pihak yang Diminta di luar tujuan yang telah teitera
dalam surat pennintaan sebelumnya (Pasal 8).
£ Menjaga kerahasian dokumen yang diberikan oleh Pihak yang Diminta,
dan merahasiakan pula keseluruhan proses pemberian bantuan tersebut
(Pasal 9).
g. Mengembalikan seluruh dokumen, data, dan barang bukti yang diberikan
kepadanya melalui perjanjian ini (Pasal 19).
Adapun yang menjadi hak dari negara peserta adalah:
a. Menolak memberikan bantuan j ika Pihak yang Meminta tidak memenuhi
prasyarat yang diberikan oleh perjanjian ini atau perjanjian lainnya,
pemberian bantuan tersebut akan mengancam keselamatan seseorang, atau
pemberian bantuan akan sangat mernbebani Negara (Pasal 3 ayat (2)).
Perlu diperhatikan bahwa ketiga alasan tersebut merupakan dasar yang
memperbolehkan Pihak yang Diminta untuk menolak memberikan bantuan,
sedangkan Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai dasar-dasar yang
mewajibkan Pihak yang Diminta untuk menolak pemberian bantuan.
b. Menyerahkan seseorang untuk sementara kepada Pihak yang Meminta
dalam rangka membantu proses penyelidikan dengan terlebih dahulu
menanyakan kesediaan orang tersebut (Pasal 15 ayat (1)).
3. Ketentuan Penutup
Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 mengatur rneng.'aai penandatangan,
ratifikasi, amandemen, pengunduran din, penyelesaian sengketa, serta
pendepositan instrumen pengikat Dijelaskan bahwa amandemen konvensi ini
hanya dapat dilakukan jika terdapat persetujuan dari semua Negara Peserta
(Pasal 27). Perjanjian ini menibuka kesempaian bagi para pihak untuk
mengundurkan din dengan cara memberikan notifikasi terlebih dahulu.
Pengunduran diri tersebut efektifberlaku enani bulan setelah notifikasi diberikan
(Pasal 31).
Perjanjian ini tidak memperbolehkan adanya reservasi dari negara pihak
seperti yang telah diatur dalam Pasal 29. Hal ini dimaksudkan untuk menjalankan
290 Volume 6 Notnor 2 Januari 2009
International Law-Making
ketentuanpeqanjianinisecarapenuh,sehinggatujuanmewujudkankeijasama
yang efektif dalam penegakan hukum pidana di ASEAN dapat terwujud.
Penyelesaian Sengketa
Sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang dianut oleh
ASEAN, perjanjian ini memberi rnandat agar sengketa mengenai interpretasi
dan implementasi perjanjian ini diselesaikan dengan konsultasi atau negosiasi
melaluijalwdiplomatikatau penyelesaian secara damai lainnya.
Dengan adanya ASEAN Charter, maka sengketa dapat diselesaikan melalui
arbitrase aiau diteruskan pada ASEANSummit. Di samping itu, penyelesaian
sengketa rnelalui mekanisme yang disediakan oleh Piagam PBB, seperti melalui
Mahkaniah Internasional, juga dapat dilaksanakan.
Keberlakuan
Perjanjian ini berlaku bagi tiap Negara peserta pada tanggal
didepositkannya instrument ratifikasi atau instrumen penerimaan perjanjian ini.
Dari delapan Negara yang menandatangani perjanjian ini, enam Negara telah
mendepositkan instrumen ratifikasi terhadap perjanjian ini, yakni Brunei
Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore dan Vietnam. Indonesia
meratifikasi perjanjian ini pada bulan April 2008 lalu melalui UU No. 15 Tahun
2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters (Perjanjian tentang Bantuan Tiinbal Balik dalam Masalah Pidana).
Ketentuan-Ketentuan Lain yangTerkait
Pasal 23 dari perjanjian ini inengatur bahwa Negara Peserta tetap dapat
memberikan bantuait dalam masalah pidana terhadap Negara Peserta lainnya
berdasarkan faerbagai perjanjian yang telah ada sebelumnya. Misalnya saja
kerangka hukum pemberian bantuan timbal-balik yang telah disediakan dalam
United Nations Convention Against Corruption serta perjanjian pemberian
bantuan timbal-balik beberapa Negara ASEAN dengan China dan Korea. Selain
itu, terdapat pula Agreement on Information Exchange and Establishment
ofCommitnication Procedures 2002 yang ditandatanganl oleh Indonesia, Ma-
laysia, dan Filipina dalam hal pemberian bantuan timbale-balik berupa informasi
dan komunikasi sehubungan dengan tindak pencucian uang, terorisrne,
penyelundupan, serta pembajakan di laut
(Rivana Mezaya)
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ASEAN Agreement on Customs5
Latar Belakang (Background)
ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.
ASEAN memiliki tiga tujuan utama yaitu; memajukan bidang ekonomi, sosiai
budaya dan peinbangunan daerah melalui program koperasi, imtuk
mengatnankan stabilitas politik dan ekonomi daerah akan besamya persaingan,
ASEAN bertindak sebagai forum dalani perbedaan intra-regional
Cara utania dalam mencapai tujuan teisebutdiantaranya dengandibuatnya
perjanjian perdagangan bebas ateuAsean Free Trade Area (AFTA) dimana
nantinya semua tariff bea dan diharapkan dapat dibapus serta tidak ada lagi
hambatan untuk barang maupun jasa nulik negara anggota perjanjian AFTA
imftj^dapatkeluarmasukantarvvaayahNegaraanggotaAI^^
untuk mencapai tujuan-tujuan dalam AFTA adalah suatu hal yang sulit dan
membutubkan waktu Jama karena perbedaan latar belakang ekonomi, sosiai
dan antaia para aaggota ASEAN.
SelainituNegara-negara anggota ASEAN jugamenyadaribahwahanya
dengan penurunan tariftidak cukup untuk membuat suatu kawasan perdagangan
bebas. Negara-negara anggota ASEAN dalam memfaeutuk ASEAN Free Trade
berkomitmen antara lain nieliputi penghapusan hambatan non-tarif(misalnya
quota}, hannonisasi fasilitasi perdagangan, penghapusan hambatan teknis untuk
perdagangan, harmonisasi sJandar dan penyesuaian tindakan, dan kemudahan
dan barmonisasi prosedur pajak untuk menjamin kelancaran aliran barang
melintasi perbatasan.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perjanjian yang dapat mempercepat
terlaksananya AFTA, yaitu dengan dibuatnya pQjqanjianASEANAgrement
on Custom yang didalamnya mencakup aturan-aturan yang memfasilitasi
perda^nganintia-ASEAN dan arusinvesfasi. Perjanjian ini antara lain niencakup
kerjasamadi bidang anti penyelundupaa, kerjasamateknilc Modenisasi pabean,
dan meningkatkan tuntutantantagan yang akan datang.
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Konsep (Concept)
Dengan meruj uk pada ASEAN Customs Code of Conduct yang pertama
kali ditandatangani oleh Direktur Jenderal pada 1983, yang kemudian direvisi
1995 untuk mencerrninkan perkembangan bam di ASEAN. Melalui kode etik
ini, Negara-Negara anggota berkomitrnen untuk memfasilitasi perdagangan in-
tra-ASEAN dengan adanya harmonisasi dan penyederhanaan prosedur serta
meningkatkan kerjasama regional dalam pajak beadancukai.
Cara-cara yang ditempuh dalain rnencapai tujuan tersebut adalah dengan
rnelaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam perjanjian tersebut antara lain;
prinsip-prinsip konsistensi, kesedeihanaan, efisiensi, transparansi, akses untuk
naik banding, dan kerjasama yang saiing menguntungkan dalam hal pajak bea
dancukai.
Selain itu paraNegara anggota saiing berkomitanen dalam menggunakan
tariffurnum ta&narna untuk rnemudahkan para pedagang yang beroperasi melalui
penciptaan suatu ASEAN Harmonised Tariff"Nomenclature (AHTN).
Perjanjian ini tidak menggunakan penilaian pajak untuk tujuan perlindungan
atau sebagai penghalang untuk perdagangan. Dalam hal ini, negara-negara
anggota sepakat untuk melaksanakan ketenUian Perjanjian penilaian umum dan
interpretasi yang dimiliki oleh World Trade Organization (WTO). Perjanjian
ini diadopsi untuk rnemastikan keseragarnan dan standar pelaksanaan.
Untuk menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur beacukai, sehingga
menj amin penj ualan barang secara cepat dengan tuj uan mempersingkat waktu
yang digunakan dan biaya transaksi pada pajak yang dikenakan. Dalam kaitan
ini, prosedur pajak akan berpihak ke standar dan merekomendasikan praktek
Kyoto dari Konvensi tentang Penyederhanaan dan Harrnonisasi Prosedur
Pabean
Pertukaran informasi penting tentang pencegahan dan penindasan dari
penyelundupan, perdagangan narkose dan zat psikotropika, dan penipuan pajak.
keserasian hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pajak yang
diarnbil oleh pihak berwenang dari negara-negara anggota, sesuai dengan
Undang-Undang dan peraturan nasional yang berlaku di setiap Negara.
Mendorong kerja sama dan konsultasi, terutama pada cara dan sarana untuk
lebih meningkatkan fesiutas perdagangan intra-ASEAN.
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Keberlakuan (Entry into Force)
Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani and deposit kepada Sekretaris-
Jenderal ASEAN dari instruinen ratifikasi atau penerimaan bagi semua
penandatangan oleh semua Negara. Indonesia meratifikasi dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 1998 Tentang Pengesahan
ASEAN Agreement on Customs.
Prinsip-Prinsip Umura (General Principles)
Prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara anggota adalah sebagai berikut;
a. Konsistensi dalarn menjamin kesinarnbungan penerapan Undang-Undang
dan peraturan, prosedur, pedoman administrasi dan ketetapan kepabeanan
lainnya di masing-rnasing yang berlaku di Negara-Negara ASEAN;
b. Prinsip banding Negara-Negara Anggota Konvensi menjamin tersedianya
kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengajukan peninjauan kembali
terhadap keputusan-keputusan kepabeanan di ASEAN;
c. Prinsip Penyederhanaan Negara-Negara Anggota akan berupaya untuk
menjamin kepastian penyederhanaan prosedur dan persyaratan kepabeanan
yang berlaku di masing-rnasing Negara anggota ASEAN;
d. Prinsip TransparansL Negara-Negara Anggota Konvensi harus membuat
semua Undang-Undang, peraturan, prosedur, dan pemberitahuan
adrninistratif tentang kepabeanan di negara itu, secara cepat, transparan
dan mudah diperoleh;
e. Prinsip Efisiensi. Negara-Negara Anggota harus menjamin administrasi yang
efisien dan efektif dalarn kecepatan pengeluaran barang untuk rnenciptakan
kernudahan perdagangan dan investasi intra-ASEAN;
£ Prinsip Bantuan dan Kerjasama yafr'g Saling Menguntungkan. Negara-
negara anggota Konvensi akan berusaha sernaksirnal rnungkin untuk saiing
membantu dan bekerjasama di antara instansi kepabeanan.
g. Ketentuan persetujuan ini berlaku bagi semua Negara anggota terhadap
semua barang yang diperdagangkan di kawasan ASEAN sesuai dengan
Undang-Undang, Ketentuan-ketentuan dan peraturan nasional masing-
masing Negara anggota.
h. Barang yang memenuhi syarat konsesi baik preferensial tarif maupun non-
tarif sesuai dengan pengaturan ekonomi ASEAN tunduk pada ketentuan
asal barang Common Effettive Preferential Tariff (CEPT) untuk AFTA.
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Materi Pokok (Main Features)
Perjanjian ini berisi 13 Pasal, yang rnengatur hai-hal yang mengatur hal-hal
sebagai berikut;
Tujuan, Prinsip-Prmsip dan Ketentuaa Umum
Pasal 1 mengatur mengenai tujuan dari peijanjian ini, yaitu untuk
menyederhanakan dan mengharmonisasikan nilai bea cukai, nomenklatur tariff
serta prosedur pabean, serta menjamin konsistensi, transparansi dan penerapan
yang adil berdasarkan Undang-Undang dan aturan-aturan, prosedur serta
r^omanadministratifekepabeanan.Selain itu tujuan dari perjanjian ini adalah
untuk rnenjamin efisiensi dan proses pengeluaran barang dalam rangka
memberikan fasilitas perdagangan, dan mencari cara-cara lainnya dalam
rnencapai tujuan yang diatastersebut
Hak dan Kewajiban yang Hams Dipenuhi olch Negara Anggota
Pasal 4 sampai dengan 6 mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Negara Anggota, yang antara lain kewajiban Negara
penandatangan adalah:
1. Harmonisasi Nomenklatur ASEAN yang didasarkan pada ketentuan 6
angka yang dimaksud daiam Harmonized Commodity Description and
Coding System (HS) WCO dan amandernennya. Dimana hal ini dapat
diubahsesuai dengan pasal 10 perjanjian ini.
2. Negara anggota tidak dapat menggunakan nilai pabean untuk tujuan
perlindungan atau digunakan sebagai hambatan terhadap perdagangan,
dimana Negara-negara anggota harus mengimplementasikan GATT
valuation agreement, terutama berdasarkan pasal VII GATT 1994 dengan
j adwal yang dipercepat Yang rnana Negara-negara tersebut harus menerima
interpretasi umum dalam melaksanakan persetujuan tersebut
3. Negara-negara anggota harus menyederhanakan dan mengharmonisasikan
prosedur kepabeanannya agar lebih efisien dan mempercepat pengeluaran
barang-barang yang diperdagangkandi ASEAN. Dirnana hal tersebut harus
sesuai dengan standar dan praktek yang direkomendasikan oleh Kyoto
Convention
4. Negara-negara tersebut harus meninjau kembali prosedur kepabeanan
ASEAN agar lebih mudah dan sederhana
Sedangkan hak yang diberikan kepada Negara anggota adalah kebebasan
dalam memberikan hak-hak istirnewa melebihi draft perjnj ian ini, Negara anggota
diminta untuk memperluas hak-hak istimewa tersebut
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Kerjasama di Bidang Lain
Pasai 7 diatur mengenai Kerjasama di Bidang Lain, yang antara lain para pihak
Negara anggota dibaruskan untuk;
1. mengadakan kerjasama lainnya di bidang kepabeanan yang sesuai dengan
Undang-Undang, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan rnasing-
masing negara dan daiara batas kewenangan serta ketersediaan sumber
daya yang ada pada Institusi Pabean.
2. Bersedia iintuksalingtukarmenukarinfonasipentrngm
dan penindakan penyelundupan, lalu lintas ilegai narkotika dan zat-zai
psikotropika serta pelanggaran kepabeanan lainnya. Sesuai dengan alinea
1 Pasai 7, instansi-instansi Pabean ASEAN hams saling bekerjasama
diantara rnereka di dalarn rnelakukan penyelidikan yang berkaitan dengan
penyelundupan danpelanggaran kepabeanan lainnya.
3. Memenuhi permintaan negara-negata anggota lainnya dalam rangka studi
dan kunjungan oleh pegawai pabean negara-negara tersebut
4. Saling tukar rnenukar informasi mengenai masalah-rnasalah kepabeanan
internasionai danberusaha mengkoordinasikanposisi ASEAN dalam fora
kepabeanan internasionai.
5. Meraperluas kegiatan-kegiatan lainnya untuk lebih meningkatkan kerjasama
kepabeanan di kawasan ini.
Pasai 8 mengatur mengenai hak pihak yang dirugikan, dimana pihak tersebut
dapat rnengajukan banding terhadap putusan kepabeanan yang nierugikan
dirinya,
Peayelesaian Sengketa {Settlement of Disputes)
Pasai 9 dirnana mengatur bahwa setiap Negara yang mengalami ketidak-
puasan atau merasa kewajibannya n'dak dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi
atau memiliki perbadaan interpretasi terhadap isi dari perjanjian ini pertama
kali harus mengadakan konsultasi yang diminta secara tertulis untuk
niendapatkan keputusan yang murah, cepat dan damai. Apabila hal-hal
yang diperlukan sudah dilakukan dan tidak dapat ditemukan suatu titik
ternu maka hal tersebut diselesaikan rnelalui penyelesaian perselisihan yang
terdapatdi ASEAN.
Pengaturan Institusi
Pasai 10, mengatur Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN yang berada
dibawab kompetensi Badan setingkat Kementerian ASEAN, hams
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meninjau, merubah, mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan
iraplementasi Persetujuan ini.
Selain itu Sekretariat ASEAN harus memberikan dukungan dalam
pelaksanaan pengawasan, pengkoordinasian dan peninjauan implernentasi
Persetujuan ini dan mernbantu para Direktur Jenderai Bea dan Cukai ASEAN
dalammenangani semua permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tersebut
Partisipasi Sektor Swasta
Hal ini diatur dalam Pasal 11;
1. Negara-negara anggota, menurut Pasal 6 Framework Agreement on
Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1992), mengakui arti
pentingnya dan usaha-usaha untuk, antara lain, melakukan kerjasarna,
konsultasi dengan sektor swasta ASEAN terutarna mengenai cara-cara
dan sarana bagi peningkatan fasilitas perdagangan intra-ASEAN.
2. Pertemuan para Direktur Jenderai Bea dan Cukai ASEAN harus menjadi
forum yang dapat meningkatkan hubungan dengan sektor swasta.
Aksesi Bagi Anggota Baru
Pasal 12 mengatur rnengenai anggota baruASEAN diharuskan untuk
menjadi Pihak pada Persetujuan ini dengan syarat dan kondisi yang telah
ditentukan oleh mereka dan Negara-negara anggota yang ada. Para anggota
baru tersebut harus mengaksesi perjanjian ini melalui penandatanganan dan
penyerahan instrumen aksesi kepada Sekretaris Jenderai ASEAN, yang
berkewaj iban menyampaikan salinannya yang sah kepada setiap negara anggota,
Ketentuan Penutup (final Provisions)
Pasal 13 mengatur rnengenai ketentuan penutup, diantaranya;
1. Dengan Persetujuan sernua Negara Anggota, ketentuan Persetujuan ini dapat
ditinjau kembali atau dirubah.
2. Lampiran-lampiran dapat ditarnbahkan pada Persetuj uan ini dan merupakan
bagian integral Persetujuan- Setiap referensi terhadap Persetujuan ini dapat
dianggap juga sebagai referensi terhadap lampiran.
3. Negara-negaraanggotaharusmengambillan^ah-langkahyangtepatuntuk
memenuhi kewaj iban-kewajiban yang disetujui yang timbul dan Persetujuan
ini.
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4. Negara-negara anggota tidak diperkenankan membuat reservasi terhadap
setiap ketentuan Persetujuan ini.
5. Persetujuan ini harus disimpan oleh Sekretaris Jenderai ASEAN, yang
berkewajiban menyampaikan saiinannya yang sah kepada setiap negara
anggota
6. Persetujuan ini mulai berlaku pada saat penandatanganan dan penyerahan
instruinen ratifikasi atau penenmaan oleh seluruh pemerintah yang
menandatanganinya kepada Sekretaris Jenderai ASEAN.
(Desy Kristine)
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